Demokrasi Indonesia
Konsep Demokrasi 

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh, untuk rakyat (demos). Berdasarkan konsep ini kekuasaan menyaratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Sejak abad ke-6 SM bentuk City State di Yunani berdasarkan demokrasi, yaitu suatu pemerintahan yang melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya. Dalam perkembangannya rakyat hanyalah populus tertentu yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan dapat mengklaim kepemilikan atas hak-hak prerogatife dalam akses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan public dan pemerintahan.
Dalam perkembangan jaman modern, ketika kehidupan memasuki skala global ada anggapan bahwa demokrasi tidak mungkin direalisasikan dalam bentuk partisipasi langsung. Diskriminasi politik ini berlangsung meskipun praktiknya berbeda dengan jaman Yunani kuno. Tidak semua warga negara dapat langsung terlibat dalam perwakilan, hanya mereka yang karena sebab tertentu, seperti yang terpilih sebagai wakil : sementara sebagian besar rakyat hanya puas jika kepentingannya terwakili. Mereka tidak memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk mengefektifkan hak-haknya sebagai warga negara. 

Agar rakyat memegang kedaulatan tertinggi, dibentuk badan perwakilan rakyat yang menjalankan demokrasi sehingga dikenal demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negara dalam permusyawaratkan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang. Dan demokrasi perwakilan ( yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan ) yang dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pada negara-negara modern, demokrasi perwakilan dilakukan karena berbagai alas an seperti di bawah ini :
· Penduduk selalu bertambah sehingga musyawarah di suatu tempat tidak mungkin dilaksanakan

· Hasil bulat mufakat sulit dicapai karena pemungutan suara dari warga yang hadir sulit dilakukan

· Warga negara mempunyai kesibukan sehingga urusan pemerintahan diserahkan kepada ahlinya

· Masalah yang dihadapi negara semakin rumit sehingga membutuhkan orang yang professional.

Prinsip utama demokrasi ialah adanya pengakuan HAM sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum dan adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah. Prinsip ini harus menegakan nilai-nilai demokrasi.

· Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga.

· Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah. 

· Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur

· Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimal

· Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman

· Menjamin tegaknya hukum

Untuk menjalankan nilai-nilai demokrasi tersebut diperlukan beberapa lembaga.

· Pemerintah yang bertanggung jawab

· DPR yang berfungsi mengawasi pemerintah sesuai dengan aturan

· Organisasi politik sebagai wahana hubungan rutin antara masyarakat dan pemerintah

· Pers dan media yang bebas untuk menyatakan pendapat

· Sistem peradilan yang bebas yang menjamin HAM dan keadilan
Pengertian Demokrasi
Secara terminologi, banyak ahli yang mengemukakan pengertian demokrasi, namun dasar demokrasi selalu mengacu pada rakyat, yaitu :

· Pelaksana kekuasaan negara ialah wakil rakyat terpilih karena rakyat yakin segala kepentingannya akan diperhatikan.
· Cara melaksanakan kekuasaan negara dengan senantiasa mengingat kehendak rakyat dan memenuhi kehendak rakyat.

· Batas kekuasaan negara demokrasi ditentukan dengan sebanyak mungkin memperoleh hasil yang diinginkan oleh rakyat asal tidak menyimpang dasar demokrasi. 

Pengertian demokrasi yang sangat popular ialah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat ( Abraham Lincoln). Pemerintah dari rakyat artinya presiden, gubernur, bupati, kepala desa, pemimpin politik telah dipilih dan mendapatkan mandat dari rakyat sehingga mengemban kepentingan rakyat. Pemerintah oleh rakyat artinya negara dijalankan oleh rakyat melalui mandate sehingga rakyat menjadi pengawas yang dijalankan oleh wakil rakyat . Pemerintahan untuk rakyat artinya hasil dan kebijaksanaan diarahkan pada kesejahteraan rakyat dan atas dasar aspirasi rakyat. Jadi demokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat.

Jenis Demokrasi 
1. Demokrasi Rakyat

a. Demokrasi langsung dengan cara mengikutsertakan secara langsung rakyat dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan pemerintahan

b. Demokrasi perwakilan, rakyat mewakili hak demokrasinya kepada wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu

c. Demokrasi perwakilan dengan sistem pwngawasan langsung dari rakyat, rakyat memilih wakilnya tetapi diawasi oleh rakyat melalui referendum. Referendum wajib bertujuan meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap sangat penting dan mendasar.
2. Demokrasi Sederhana

a. Gotong royong dan musyawarah

b. Referendum, dengan pemungutan suara langsung dengan mengumpulkan rakyat disuatu tempat tertentu, ini hanya dapat dilakukan dengan jumlah penduduk yang kecil. Referendum pertama dilakukan di Swiss dan Russia

3. Demokrasi Barat
a. Demokrasi Liberal berdasarkan kebebasan individu

b. Demokrasi Kapitalis

4. Demokrasi Timur

a. Russia : manusia dianggap sebagai alat atau mesin yang dapat dibentuk menjadi manusia sempurna ala penguasa, dengan jalan paksaan

b. Komunis menganggap demokrasi merekalah yang paling murni padahal kenyataannya hanya ada satu partai, yang lain tidak boleh.

5. Demokrasi Semu

a. Demokrasi terpimpin yaitu demokrasi terdidik karena ada anggapan ada jurang antara penguasa dengan rakyat

b. Demokrasi tengah, fasisme dan nazisme di italia dan jerman yang terkenal dengan semboyan satunya penguasa dengan rakyat, artinya kalau penguasa berkata maka rakyat harus ikut

6. Demokrasi Pancasila
Merupakan demokrasi khas Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Terdapat 2 sistem pelaksanaannya :
a. Demokrasi sistem parlementer yang bercirikan DPR lebih kuat dari pemerintah, menteri bertanggung jawab kepada DPR, program kebijaksanaan cabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen, kedudukan kepala negara sebagai simbol.

b. Demokrasi sistem presidensial (pemisahan kekuasan) yang mempunyai ciri negara dikepalai oleh presiden, kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari rakyat oleh rakyat melalui badan perwakilan, menteri bertanggung jawab kepada presiden, presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan.
Demokrasi di Indonesia

Bangsa Indonesia sejak dulu telah mengenal demokrasi dalam wujudnya yang sangat sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Di tingkat bawah masyarakat Indonesia telah mengamalkan demokrasi tidak demikian di tingkat atas masih feudal. Misalnya di tingkat desa ada rembuk desa.
Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila bersumber dari ideology nasional yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai dengan keadilan dan menguntungkan bangsa. Nilai-nilai setiap sila pada Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi. Jadi sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 sesuai dengan pilar demokrasi modern. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dalam Pancasila adalah :
1. Kedaulatan rakyat ( Alinea IV )

2. Republik ( Alinea IV )

3. Negara berdasarkan hukum

4. Pemerintahan yang konstitusional

5. Sistem perwakilan 

6. Prinsif musyawarah

7. Prinsif ketuhanan

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Mekansime demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah keseluruhan langkah pelaksanaan pemerintahan rakyat yang dijiwai oleh Pancasila. Berdasarkan UUD 1945 ( amandemen ) pembagian kekuasaan di Indonesia adalah :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

2. Kekuasaan Pemerintah negara, Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang

3. Pemerintah Daerah

4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

5. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

7. Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Komisi Yudisial (KY) yang bersifat mandiri.
